III

HUKUM KELUARGA (FAMILIERECHT)

Perkawinan


Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Ikatan lahir dalam perkawinan merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain dan masyarakat, ikatan lahir ini dapat terjadi melalui akad nikah  (bagi yang beragama Islam) dan upacara perkawinan.  Ikatan bathin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan  yang sama dan ikhlas anatar seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.  Ikatan bathin ini diawali dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.  Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, ini berarti perkawinan ini bukan hanya untuk sementara, pemutusan perkawinan hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.  Perkawinan didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, karena itu maka dalam Pasal 2 undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Syarat-Syarat Perkawinan


Menurut Pasal 6 s/d Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat-syarat Perkawinan adalah :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;

2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;

3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, penyimpangan bagi ketentuan ini hanya dapat dimungkunkan apabila meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pria maupun wanita;

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, menyamping, berhubungan semenda (mertua, menantu, anak tiri, ibu/bapak tiri), berhubungan susuan, berhubungan dengan istri dalam hal suami beristri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan tertentu dilarang untuk kawin;

5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, karena pada asasnya undang-undang ini menganut asas monogami baik suami maupun istri, kecuali bagi suami dapat beristri lebih dari satu dengan izin pengadilan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutanserta memenuhi syarat dan alasan yang telah ditentukan undang-undang ini.  Alasan melakukan polygami adalah istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.  Syarat yang harus dipenuhi dama polygami adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaannya tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya;

7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda, apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari, apabila perkawinan putus karena perceraian maka waktu tunggu yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali bersuci (90 hari), apabila dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.  Janda yang bercerai tanpa pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya maka tidak ada waktu tunggu.  Perceraian berdasarkan putusan pengadilan maka waktu tunggu terhitung sejak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, apabila putusnya perkawinan karena kematian maka waktu tunggu terhitung sejak hari kematian suaminya;

Pencatatan Dan Tata Cara Perkawinan


Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan.  Orang yang beragama Islam masalah nikah, talak dan rujuk dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi yang tidak beragama Islam ke Kantor Catatan Sipil.

Keabsahan Perkawinan


Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan sehingga sah tidaknya suatu perkawinan  ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam agama dan kepercayaannya tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang  perkawinan.


Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

(1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. 

(2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan tanpa ada aturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksananya.


Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan atau tidak memenuhi prosedur yang ditentukan.  Orang-orang yang dapat mencegah perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari salah seorang calon mempelai;

2. Saudara dari salah seorang calon mempelai;

3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai;

4. Wali dari salah seorang calon mempelai;

5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai;

6. Pihak-pihak yang berkepentingan;

7. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai;

8. Pejabat yang ditunjuk;

Pencegahan dapat diajukan kepada Pengadilan dalam daerah dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan, yang kemudian diberitahukan kepada calon mempelai mengenai pencegahan perkawinan ini sehingga perkawinan tidak boleh dilangsungkan.  Pegawai pencatat perkawinan juga tidak boleh membantu melangsungkan perkawinan walaupun tidak ada pencegahan perkawinan apabila diketahui adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Calon mempelai pria belum mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita belum berusia 16 tahun;

2. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berhubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin;

3. Calon mempelai masih terikat perkawinan dengan pihak lain;

4. Antara calon mempelai pria dan wanita satu sama lain telah bercerai untuk kedua kalinya, sedangkan agama dan kepercayaannya melarang kawin untuk ketiga kalinya;

5. Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi prosedur (tata cara) yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam KUH Perdata pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 59 s/d Pasal 70 yang pada pokoknya mengandung banyak kesamaan dengan ketentuan Pasal 13 s/d Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas.

Pembatalan Perkawinan


Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.  Pengertian “dapat” dapat diartikan perkawinan bisa batal atau tidak bilamana ketentuan agama dan kepercayaannya tidak menentukan lain.  Alasan pencegahan perkawinan mengandung banyak kesamaan dengan alasan pembatalan perkawinan.  Perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tetapi juga karena perkawinan tersebut dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah dan yang tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi.


Permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada pengadilan dalam daerah hukum perkawinan dilangsungkan, yang dapat diajukan oleh :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;

2. Suami atau istri;

3. Pejabat yang berwenang;

4. Pejabat yang ditunjuk;

5. Jaksa;

6. Suami atau istri dari yang melangsungkan perkawinan;

7. Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, namun tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut artinya anak-anak tersebut adalah anak sah dari suami istri yang bersangkutan.

2. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.

3. Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik dengan keputusan tentang pembatalan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat Hukum Perkawinan


Hubungan hukum perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.  Hak dalam hal ini maksudnya sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami istri untuk memenuhi hak pihak lainnya.  Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 s/d 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Suami istri memikul kewajban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu kepada yang lainnya;

3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum;

5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.  Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama;

     Harta benda dalam perkawinan diatur oleh Pasal 35 s/d 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.  Pasal 35 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta masing-masing yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah pengawasan masing-masing kecuali ditentukan lain menjadi harta bersama melalui perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dengan syarat tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.  Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali suami istri tersebut sepakat untuk merubahnya tanpa merugikan pihak ketiga.  Harta bersama dapat digunakan oleh suami istri dengan persetujuan kedua pihak, sebaliknya dengan harta bawaan.  Apabila perkawinan tersebut putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing baik hukum agama, hukum adat dan lain-lain.


Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42), artinya apabila sebaliknya maka bukanlah anak sah, hal ini akan membawa pengaruh dalam pewarisan, sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.  Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa :

a. Asal –usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan  yang teliti berdasarkan  bukti-bukti yang memenuhi syarat.

c. Atas ketentuan pengadilan tersebut  di atas, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan kate kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

     Menurut Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu dewasa atau telah nikah.  Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat dicabut pada waktu tertentu apabila ia berkelakuan buruk sekali atau melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.  Anak mempunyai kewajiban utama terhadap orang tuanya yaitu menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya, dengan demikian terdapat hubungan timbal balik antara kedua orang tua dan anak-anaknya.




Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut dengan keputusan Pengadilan atas permintaan orang tua yang lain, hal ini ditafsirkan bahwa kekuasaan orang tua tersebut dapat dijalankan oleh salah seorang dari orang tuanya atau pihak lain yang ditunjuk apabila kekuasaan orang tua dicabut yang disebut wali. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” dengan demikian putusnya perkawinan orang tua, meninggalnya salah satu orang tua atau dicabutnya kekuasaan salah satu orang tua tidak dengan sendirinya mengakibatkan anak berada di bawah kekuasaan wali.  Wali dapat ditunjuk  oleh salah seorang dari kedua orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua baik melalui surat wasiat maupun secara lisan dihadapan 2 orang saksi.  Syarat menjadi wali adalah harus dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.  Kewajiban-kewajiban wali antara lain :

1. mengurus anak di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengansebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;

2. membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya itu, pada waktu memulai jabatannya serta mencatat perubahan harta benda anak itu;

3. bertanggung jawab tentang harta benda anak tersebut serta kerugian yang ditimbulkan karena kelalaiannya;

4. tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak perwaliannya kecuali kepentingan anak itu menghendakinya.

Kekuasaan wali dapat dicabut melalui putusan pengadilan, kemudian pengadilan menunjuk penggantinya.  Kekuasaan wali juga dapat berakhir bila anak tersebut telah berusia 18 tahun atau malangsungkan perkawinan.

Putusnya Perkawinan


Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 putusnya perkawinan dapat disebabkan :

1. kematian

2. perceraian

3. atas putusan pengadilan

ad.1

Putusnya perkawinan  karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak baik suami atau istri, untuk kepastian hukum, kematian tersebut harus dibuat surat keterangan kematiannya yang disahkan oleh Ketua RT,RW, Kepala Desa dan Camat.

ad.2

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakannya talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, hal demikian itu disebut cerai talak.  Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian  yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan  atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

6. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya.

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 s/d Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama yaitu seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan akan menceraikan istrinya (menjatuhkan talak) harus membuat surat pemberitahuan tentang maksudnya beserta alasan-alasannya dan minta diadakan sidang kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggalnya, pengadilan tersebut akan mempelajari surat tersebut dalam waktu 30 hari untuk kemudian memanggil suami istri yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan, setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua pihak dengan bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) dan bila tidak berhasil maka ditetapkan waktu sidang untuk menyaksikan talak, sehingga talak diikrarkan di depan sidang pengadilan dan sejak saat itulah perceraian terjadi.


ad.3


Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan perceraian  istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukumnya atau karena gugatan perceraian dari suami/istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan di luar agama Islam yang diajukan ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.  Tata caranya diatur secara terperinci dalam Pasal 20 s/d 36 PP Nomor 9 Tahun 1975.  Sebelum putusan dijatuhkan atas permohonan para pihak maka pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk berpisah berlainan rumah.  Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pencatatan oleh pegawai pencatat kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak saat jatuhnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat Putusnya Perkawinan


Orang tua yang bercerai karena perceraian tetap berkewajiban untuk memelihara anak-anaknya.  Apabila terjadi perselisihan tentang anak maka pengadilan berwenang untuk memutuskan ikut bersama siapa anak tersebut.  Pengadilan dapat pula mewajibkan bekas suami untuk memberi  biaya hidup dan kewajiban lain bagi  bekas istrinya.  Harta bersama menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengaturannya diserahkan kepada masing-masing, seperti menurut hukum agama Islam, hukum adat dan lain-lain.
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